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KATA PENGANTAR 

 

Revisi Laporan Kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan 

Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2023 merupakan revisit atas laporan kinerja tahun keempat 

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 yang 

berisi pertanggungjawaban kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan 

Perpustakaan (Puslitka) dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan pada 

dokumen Rencana Strategis, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang baik. 

Revisi laporan ini juga merupakan sarana untuk mengkomunikasikan hasil kegiatan yang 

telah dilaksanakan oleh Puslitka sesuai dengan Tugas Pokok dan fungsinya. 

Revisi Laporan Kinerja ini diharapkan menjadi acuan bagi penyempurnaan 

penyusunan rencana kinerja tahun mendatang, terutama dengan memperhatikan capaian 

kinerja Puslitka pada tahun sebelumnya. Semoga seluruh informasi dalam Revisi Laporan 

Kinerja Puslitka Tahun 2023 bermanfaat bagi penyempurnaan arah kebijakan pada bidang 

penelitian dan pengkajian perkara serta pengelolaan perpustakaan untuk meningkatkan 

kinerja Puslitka dalam mendukung Visi dan Misi Mahkamah Konstitusi. 

 

      Jakarta,   16 Juli 2024 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan 

Pengelolaan Perpustakaan, 

Pan Mohamad Faiz Kusuma Wijaya 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Ikhtisar Capaian Kinerja yang Diperjanjikan pada Tahun 2023 

 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

Meningkatnya Kualitas 

Penanganan Perkara 

Konstitusi 

1 
Persentase Hasil Studi Perkara yang 

tepat waktu 
90% 93.50% 103.89% 

2 

Persentase tersusunnya Konsep 

Pendapat Hukum (Legal 

Opinion)/Pertimbangan Hukum 

80% 122% 153% 

3 

Persentase ketersediaan Bahan 

Pustaka bidang Hukum dan 

Konstitusi 

80% 100% 125% 

4 

Tingkat Layanan Asisten Ahli 

Hakim Konstitusi dan Pengelolaan 

Perpustakaan 

Skor 81 Skor 81.16 100.20% 

Capaian Strategis  120.52% 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan merupakan 

salah satu unit kerja pendukung yang mempunyai fungsi utama memberikan masukan dan 

data dukung kepada hakim konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara 

konstitusi dengan tugas melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan 

perpustakaan.  

Dalam melaksanakan tugas tersebut Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan 

Pengelolaan Perpustakaan menyusun dan melaksanakan program kerja yang mengacu pada 

visi dan misi Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, yang diturunkan 

menjadi visi dan misi Puslitka, antara lain: 

 

Tersedianya Referensi Substantif dalam Rangka Mengawal Tegaknya Konstitusi Melalui 

Peradilan Yang Modern dan Terpercaya 

 

Visi tersebut diturunkan ke dalam misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas sebagai 

referensi majelis hakim 

2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi 

Sementara, sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan adalah sebagai berikut: 

Tabel 1 

Sasaran Stategis Puslitka 

Tujuan Sasaran Strategis 

Terwujudnya sistem peradilan 

konstitusi yang bersih dan 

tepercaya. 

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara 

Konstitusi 

 

Tingkat ketercapaian sasaran strategis tersebut diukur dengan menggunakan indikator 

kinerja strategis sebagai berikut: 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Tabel 2 

Indikator Kinerja Puslitka 

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target 

Meningkatnya Kualitas 

Penanganan Perkara 

Konstitusi 

1 
Persentase Hasil Studi Perkara yang tepat 

waktu 
90% 

2 

Persentase tersusunnya Konsep Pendapat 

Hukum (Legal Opinion)/Pertimbangan 

Hukum 

80% 

3 
Persentase ketersediaan Bahan Pustaka 

bidang Hukum dan Konstitusi 
80% 

4 
Tingkat Layanan Asisten Ahli Hakim 

Konstitusi dan Pengelolaan Perpustakaan 
Skor 81 

 

Dalam mewujudkan sasaran tersebut, Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan 

Pengelolaan Perpustakaan menyusun rencana kerja yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja 

Tahun 2023 dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 3.173.001.000,- dan Sumber Daya 

Manusia (SDM) sebanyak 38 orang.  

 

Capaian Kinerja Pusat  

Dilihat dari hasil capaian kinerja tahun 2022 terdiri dari 14 indikator, dengan rincian 

capaian strategis I sebesar 106.83% dan capaian strategis II sebesar 99.50%, dengan demikian 

nilai rata-rata capaian sebesar 103.16%, jika dibandingankan dengan capaian kinerja tahun 

2023 sesuai dengan target Perjanjian Kinerja Tahun 2023 terdiri dari satu sasaran dan empat 

indikator dengan capaikan sebesar 120.52%, terdapat kenaikan sebesar 17.36% dibanding 

kinerja tahun lalu. Sedangkan dari aspek anggaran, Puslitka memiliki anggaran sebesar Rp. 

3.173.001.000 dengan total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp. 

3.172.949.469,- (100%) dan sisa anggaran sebesar Rp 51.531,-. 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. PENJELASAN UMUM ORGANISASI 

Pada tahun 1998, terbitnya Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme 

serta undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang 

Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Pemerintah ditindaklanjuti 

dengan menerbitkan Inpres Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah (LAKIP). Inpres tersebut mewajibkan kepada setiap Instansi 

Pemerintah mulai dari Pejabat Eselon IV, III, dan II mandiri ke atas untuk 

mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta 

kewenangan penggunaan sumber daya dan kebijaksanaan yang dipercayakan 

kepadanya berdasarkan perencanaan stratejik yang telah dirumuskan sebelumnya. 

Akuntabilitas merupakan salah satu komponen dari prinsip “Good 

Governance“ yang merupakan persyaratan bagi setiap unit kerja pemerintahan dalam 

upaya mewujudkan visi dan misi organisasi. Sejalan dengan itu, penyusunan LAKIP 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) 

dimaksudkan untuk melaporkan secara transparan penggunaan seluruh sumber daya 

yang menjadi kewenangan Kepala Puslitka kepada semua pihak yang 

berkepentingan. Sumber daya tersebut meliputi keseluruhan anggaran keuangan, 

waktu, dan tenaga/SDM yang digunakan dalam memenuhi pelaksanaan tugas-tugas 

pokok Puslitka yang harus dipertanggungjawabkan kepada Sekretaris Jenderal 

Mahkamah Konstitusi dan stakeholders lainnya. Selain untuk memenuhi 

Akuntabilitas, Laporan Kinerja ini juga merupakan amanat Peraturan Pemerintah 

Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, 

Peraturan Presiden RI Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja 

Instansi Pemerintah dan Permenpan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review 

atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Struktur Organisasi Mahkamah Konstitusi diatur dalam Peraturan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2019 tentang perubahan Atas 

Organisasi dan Tata Keja Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi (Persekjen SOTK), di mana dalam Persekjen SOTK tersebut diatur bahwa 

dalam rangka membantu tugas teknis administratif dari Sekretariat Jenderal, dibentuk 

5 (lima) biro dan 3 (tiga) pusat, yang salah satunya adalah Puslitka, yang memiliki 

tugas untuk melaksanakan penelitian dan pengkajian perkara, pengelolaan 

perpustakaan dan pusat sejarah konstitusi. Sesuai dengan Pasal 89 Persekjen SOTK, 

pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, penyiapan konsep pendapat hukum, 

penyusunan dan pengembangan karya tulis ilmiah, pengelolaan terbitan berkala 

ilmiah, serta penyusunan naskah akademis, seluruhnya ditujukan sebesar-besarnya 

untuk membantu dan mendukung terwujudnya putusan yang berkualitas pada setiap 

perkara. 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 

dipimpin oleh seorang Kepala Pusat yang merupakan pejabat eselon II, dibantu 2 

(dua) orang kepala bidang, yakni Kepala Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara  

dan Kepala Bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi yang merupakan pejabat 

eselon III, serta seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan yang merupakan pejabat eselon 

IV. Puslitka secara langsung menjadi rumah atau induk dari kelompok jabatan 

fungsional yakni jabatan fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan fungsional 

Pustakawan. Bagan struktur organisasi di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 

dan Pengelolaan Perpustakaan dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini: 
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dan Pengelolaan Perpustakaan dapat digambarkan sebagaimana di bawah ini: 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

Persekjen SOTK  mengatur bahwa Bidang Penelitian dan Pengkajian Perkara 

mempunyai tugas mengkoordinasikan pelaksanaan penelitian, pengkajian perkara, 

penyiapan konsep pendapat hukum, penyusunan dan pengembangan karya tulis 

ilmiah; pengelolaan terbitan berkala ilmiah serta penyusunan naskah 

akademik,sedangkan bidang Perpustakaan dan Sejarah Konstitusi mempunyai tugas 

melaksanakan pengelolaan, pengembangan, pelayanan perpustakaan dan pusat 

sejarah konstitusi. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan 

Ketatausahaan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan. 

 

B. LINGKUNGAN STRATEGIS SDM, FASILITAS DAN ANGGARAN 

Sumber daya manusia yang ada di Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 

dan Pengelolaan Perpustakaan sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 adalah 

sebanyak 38 (tiga puluh delapan) orang, yang terdiri atas 35 (tiga puluh lima) 

pegawai dengan status Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan 3 (tiga) orang tenaga 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

pengelola jurnal dengan status Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN), 

dengan rincian sebagai berikut: 

PEJABAT STRUKTURAL PUSLITKA 

NO JABATAN ESELON JUMLAH 

1. Kepala Pusat Puslitka II. A 1 Orang 

2. Kepala Bidang III. A 1 Orang 

3. Kepala Sub. Bagian IV. A 1 Orang 

Jumlah 3 Orang 

 

PEJABAT FUNGSIONAL ASISTEN AHLI HAKIM KONSTITUSI 

PEJABAT FUNGSIONAL PUSTAKAWAN 

NO JABATAN JUMLAH 

1. Pustakawan Ahli Madya 2 Orang 

2. Pustakawan Ahli Muda 1 Orang 

3. Pustakawan Pelaksana Mahir 1 Orang 

Jumlah 4 Orang 

 

 STAF PUSLITKA 

 

 

NO JABATAN JUMLAH 

1. Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Madya 8 Orang 

2. Asisten Ahli Hakim Konstitusi Ahli Muda 16 Orang 

Jumlah 24 Orang 

NO JABATAN JUMLAH 

1. Staf Administrasi Puslitka 4 Orang 

2. Pengelola Jurnal Jurnal Konstitusi 1 Orang 

3. Pengelola Jurnal Constitutional Review 2 Orang 

Jumlah 7 Orang 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Pada tahun 2023 metode kerja dari 24 (dua puluh empat) Asisten Ahli Hakim 

Konstitusi terbagi menjadi Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang melekat di Hakim 

Konstitusi, sehingga mereka bekerja di lantai yang sama dengan Hakim Konstitusi, 

dan Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang berada di center, yaitu di lantai 8 (delapan) 

Gedung 1 Mahkamah Konstitusi bersama dengan  pejabat struktural Puslitka, Asisten 

Ahli Hakim Konstitusi, dan staff Puslitka, sedangkan ruang Perpustakaan berserta 

Pustakawannya berada di lantai 3 (tiga) Gedung 2 Mahkamah Konstitusi. 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 

dalam tahun anggaran 2023 mendapat anggaran sebesar Rp. 3.173.001.000 dengan 

total penyerapan anggaran sesuai data di SIVIKA sebesar Rp. 3.172.949.469,- 

(100%) dan sisa anggaran sebesar Rp 51.531,- dengan rincian sebagai berikut: 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN 

Program/Komponen/Sub 

Komponen 

Pagu Realisasi Sisa 

Langganan Jurnal Elektronik 150.423.000 150.389.475 33.525 

Studi Tentang Hukum dan 

Konstitusi 

448.772.000 448.768.513 3.487 

Tinjauan Yuridis Perkara 

Konstitusi, Hukum dan Tata 

Negara 

39.820.000 39.819.156 844 

Penyelenggaraan The 4th 

Indonesian Constitutional 

Court International 

Symposium (ICCIS) dan 

Kegiatan Pemakalah dalam 

Pertemuan Ilmiah 

168.354.000 168.352.852 1.148 

Kegiatan Kompilasi 

Pemikiran Hukum dan 

Konstitusi 

665.053.000 665.030.892 4.108 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Penyusunan Revisi Laporan Akuntabilitas Kinerja ini disusun sebagai bentuk 

pertanggungjawaban Pusat Penelitian, dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan, yang merupakan unit eselon II di Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi. Laporan pertanggungjawaban ditujukan untuk 

mengetahui dan mengukur capaian-capaian kinerja selama tahun 2023, dan juga 

sebagai bahan evaluasi, setelah mendapatkan detail kelebihan dan kekurangan dalam 

penyelenggaraan program dan kegiatan yang disusun, sehingga pada tahun 

berikutnya kinerja unit Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan dapat ditingkatkan.  

Pada dasarnya, Laporan Akuntabilitas Kinerja Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan bertujuan untuk 

mengkomunikasikan pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 

dan Pengelolaan Perpustakaan selama tahun 2023. Capaian kinerja (performance 

results) tahun 2023 tersebut dibandingkan dengan Penetapan Kinerja (performance 

agreement) yang telah disusun pada awal tahun 2023 sebagai tolok ukur keberhasilan 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam 

Penyusunan Jurnal Konstitusi 

dan Consrev 

654.596.000 654592.637 3.363 

Pengadaan Buku dan Bahan 

Hukum Konstitusi dan 

Ketatanegaraan 

146.001.000 146.000.989 11 

Publikasi dan Penyebarluasan 

Informasi Perpustakaan 

Konstitusi 

50.000.000 49.999.713 287 

Pengembangan IT Pusat 

Sejarah Konstitusi 

300.000.000 299.999.930 70 

Pemeliharaan dan 

Pengelolaan Koleksi 

Perpustakaan dan Konten 

Pusat Sejarah Konstitusi 

550.000.000 549.995.312 4.688 

TOTAL 3.173.001.000 3.172.949.469 51.531 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Analisis atas capaian kinerja terhadap 

rencana kinerja ini memungkinkan teridentifikasi sejumlah celah kinerja 

(performance gap) yang bermanfaat bagi upaya perbaikan kinerja di masa datang. 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

BAB II 
PERENCANAAN DAN 

PERJANJIAN KERJA 
A. Perencanaan Strategis 

B. Sasaran Strategis dan Capaian Sasaran 

Strategis 

C. Perjanjian Kinerja 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

BAB II 

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

 

A. PERENCANAAN STRATEGIS 

Dalam memberikan dukungan substantif kepada Mahkamah Konstitusi, 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) 

menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi, tujuan, kebijakan yang akan 

dijalankan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan dalam jangka waktu lima tahun (2020-2024). Rencana strategis 

(renstra) disusun dalam rangka meningkatkan kinerja Mahkamah Konstitusi dalam 

melaksanakan tugas pokok dan fungsinya untuk mencapai visi, misi, dan program 

yang telah ditetapkan.  

Renstra disusun dan ditetapkan untuk memberikan pedoman dalam 

penyusunan rencana kerja tahunan, penguatan stakeholders dalam pelaksanaan 

rencana kinerja, serta sebagai dasar evaluasi dan pelaporan atas kinerja dalam waktu 

lima tahun mendatang.  

Visi Mahkamah Konstitusi merupakan pandangan ke depan sekaligus 

gambaran kondisi akan harapan tertinggi yang hendak diwujudkan. Selain 

menggambarkan kondisi ideal yang diharapkan, visi menjadi penyataan yang dapat 

memberikan semangat, inspirasi, motivasi, dan kreatifitas bagi Mahkamah Konstitusi 

dalam melaksanakan kewenangan konstitusionalnya. Di samping itu, visi Mahkamah 

Konstitusi diharapkan mampu menyentuh dan mendorong seluruh pemangku 

kepentingan di Mahkamah Konstitusi untuk turut serta mewujudkannya. Adapun 

Visi Mahkamah Konstitusi yang akan diwujudkan tahun 2020-2024 sebagai berikut.  

 

 

 

 

Mahkamah Konstitusi menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu 

kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi Mahkamah Konstitusi. 

Misi Mahkamah Konstitusi adalah sebagai berikut 

MENEGAKKAN KONSTITUSI MELALUI  

PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Mahkamah Konstitusi menetapkan 3 (tiga) misi yang merupakan satu 

kesatuan integral dan dirumuskan secara reflektif dari visi Mahkamah Konstitusi. 

Misi Mahkamah Konstitusi sebagai berikut.  

1. Memperkuat Integritas Peradilan Konstitusi  

Penegakkan konstitusi akan dapat terwujud apabila seluruh institusi 

negara dan komponen bangsa memiliki integritas yang kuat, termasuk 

Mahkamah Konstitusi. Dalam mewujudkan peradilan konstitusi yang memiliki 

integritas kuat, diperlukan sumber daya manusia yang relijius, jujur dan amanah 

(dapat dipercaya), disiplin, berdedikasi tinggi, serta bekerja keras, cerdas, dan 

tuntas serta menjaga keluhuran martabat diri dan institusi serta tidak melakukan 

hal-hal tercela.  

2. Meningkatkan Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara dan Penyelenggara 

Negara  

Merupakan bagian terbesar dari cita-cita mewujudkan supremasi 

konstitusi. Untuk itulah, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat akan hak-

hak konstitusional warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 perlu terus 

menerus dilakukan seiring dengan peningkatan pemahaman mengenai 

mekanisme konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak konstitusionalnya. 

3. Meningkatkan Kualitas Putusan  

Melalui Putusan akan tergambar bagaimana Mahkamah Konstitusi 

mencari, menemukan, dan meramu keadilan dalam tiap-tiap perkara. Putusan 

yang berkualitas akan kongruen dengan menguatnya kepercayaan publik. Dalam 

upaya meningkatkan kualitas putusan Mahkamah Konstitusi, diperlukan 

dukungan manajemen pengelolaan peradilan yang modern, manajemen 

penanganan perkara berbasis teknologi informasi, dan sumber daya aparatur 

pendukung yang berkualitas.  

Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada 

akhir periode perencanaan yang menyangkut arah institusi ke depan. Sedangkan misi 

merupakan rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk 

mewujudkan visi. Visi dan misi dijabarkan lebih lanjut dalam tujuan atau yang akan 

dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

dan sasaran yang merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata oleh institusi dalam 

rumusan yang lebih spesifik dan terukur. Visi dari Pusat Penelitian dan Pengkajian 

Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan ialah: 

 

 

 

 

 

Untuk mewujudkan visi tersebut, Puslitka melaksanakan upaya-upaya 

strategis yang dirumuskan dalam misi sebagai berikut: 

1. Mewujudkan hasil penelitian dan pengkajian perkara yang berkualitas 

sebagai referensi majelis hakim 

2. Mewujudkan referensi pustaka yang berbasis teknologi dan informasi 

Revisi Renstra Mahkamah Konstitusi disahkan dalam Keputusan Sekretaris 

Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis 

Mahkamah Konstitusi Tahun 2020-2024 tanggal 8 Mei 2020, diantaranya 

menetapkan tujuan dan sasaran strategis yang lebih merefleksikan tugas dan 

kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan dukungan Struktur Organisasi yang 

terbaru. 

Tabel 2.1. 

Tujuan dan Sasaran Strategis Mahkamah Konstitusi 

 

Misi Tujuan Sasaran Strategis 

1. Memperkuat Integritas 

Peradilan Konstitusi 

1. Terwujudnya Sistem 

Peradilan Konstitusi 

yang Bersih dan 

Tepercaya 

1. Meningkatnya Mutu 

Dukungan Manajemen 

Pelaksanaan Peradilan 

Konstitusi yang Bersih 

dan Tepercaya 

2. Meningkatkan 

Kesadaran Berkonstitusi 

2. Terwujudnya 

Masyarakat Sadar 

2. Meningkatnya 

Kesadaran Masyarakat 

TERSEDIANYA REFERENSI SUBSTANTIF DALAM RANGKA 

MENGAWAL TEGAKNYA KONSTITUSI MELALUI  

PERADILAN YANG MODERN DAN TERPERCAYA 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Warga Negara dan 

Penyelenggara Negara 

Pancasila dan 

Konstitusi 

terhadap Pancasila dan 

Konstitusi 

3. Meningkatkan Kualitas 

Putusan 

3. Terwujudnya 

Putusan yang 

Bermutu dan 

Implementatif 

3. Meningkatnya Mutu 

Putusan dan 

Penanganan Perkara 

 

B. SASARAN STRATEGIS DAN CAPAIAN SASARAN STRATEGIS 

Sasaran strategis Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan (Puslitka) yang merupakan bagian dari sasaran strategis Mahkamah 

Konstitusi disusun sebagai penjabaran dari 2 (dua) tujuan Mahkamah Konstitusi yang 

telah ditetapkan. Sasaran strategis ini akan menjadi panduan sekaligus tolok ukur 

dalam penentuan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Unit Kerja 

Puslitka .Sasaran strategis Puslitka sebagaimana pada tabel 2.2. berikut. 

Tabel 2.2.  

Sasaran Strategis Puslitka 

Tujuan Sasaran Strategis 

Terwujudnya sistem peradilan 

konstitusi yang bersih dan 

tepercaya. 

Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara 

Konstitusi 

Meningkatkan Kualitas Administrasi Pusat 

Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan 

Pengelolaan Perpustakaan  
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Sedangkan target kinerja jangka menengah Puslitka tahun 2020-2024 dapat 

dilihat sebagaimana dalam tabel 2.3. berikut. 

 

Tabel 2.3.  

Target Kinerja Jangka Menengah Puslitka Tahun 2020-2024 

 

Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Tahun 

2020 2021 2022 2023 2024 

Meningkatnya 

Kualitas 

Penanganan 

Perkara 

Konstitusi 

 

1 Persentase mutu Penelitian 

Hukum yang sesuai dengan 

standar penelitian 

50% 60% 70%   

2 Persentase penyusunan Hasil 

Kajian Perkara yang tepat 

waktu 

75% 80% 85% 90% 95% 

3 Persentase tersusunnya 

Konsep Pendapat Hukum / 

Pertimbangan Hukum 

80% 80% 80% 80% 80% 

4 Persentase pemuatan karya 

ilmiah peneliti pada jurnal 

nasional dan internasional 

serta forum atau media ilmiah 

lainnya 

60% 60% 60%   

5 Persentase ketersediaan 

bahan 

pustaka bidang hukum dan 

konstitusi 

80% 80% 80% 80% 80% 

6 Tingkat Layanan Asisten Ahli 

Hakim Konstitusi dan 

Pengelolaan Perpustakaan 

Skor 

75 

Skor 

77 

Skor 

79 

Skor 

81 

Skor 

83 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

C. PERJANJIAN KINERJA 

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang menggambarkan 

tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam jangka waktu 

satu tahun. Penetapan kinerja harus merupakan hasil kesepakatan antara pengemban 

tugas dengan atasannya (merupakan suatu performance agreement) dan telah 

disesuaikan dengan ketersediaan anggaran yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi. 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 

merupakan unit kerja yang mempunyai peran melakukan penelitian dan pengkajian 

mengenai masalah-masalah hukum, konstitusi, dan ketatanegaraan. Selain itu, 

wilayah kerja perpustakaan juga merupakan tanggung jawab Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan karena fungsi perpustakaan 

sebagai pendukung literatur akademik dan keilmuan dalam menunjang kebutuhan 

referensi penanganan perkara. 

Guna menjabarkan rencana strategis yang telah disusun oleh Mahkamah 

Konstitusi, maka disusun Penetapan Kinerja. Adapun dalam mewujudkan tujuan 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan, disusun 

serangkaian indikator pelaksanaan tugas dan kewenangan Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dapat dilihat dalam tabel 2.4. 

berikut. 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

Table 2.4 

Sasaran Strategis, Indikator Kinerja dan Target Kinerja Tahun 2023 

No Sasaran 

Strategis 

Indikator Kinerja Target 

1 

Meningkatnya 

Kualitas 

Penanganan 

Perkara 

Konstitusi 

1 Persentase Hasil Studi Perkara yang tepat 

waktu 

90% 

2 Persentase tersusunnya  Konsep Pendapat 

Hukum (Legal Opinion) / Pertimbangan 

Hukum. 

80% 

3 Persentase ketersediaan  Bahan Pustaka 

bidang Hukum dan Konstitusi 

80% 

4 Tingkat Layanan Asisten Ahli Hakim 

Konstitusi dan Pengelolaan Perpustakaan 

Skor 81 

 

Adapun keberhasilan indikator tersebut diperoleh dari skala ordinal dengan 

kelompok/klasifikasi ukuran capaian kinerja adalah sebagai berikut. 

Tabel 2.5 

Skala Nilai Ordinal 

No Skala Nilai Ordinal Intepretasi Kesimpulan 

1 >125% Sangat Berhasil 

2 100%– 125% Berhasil 

3 75% – 99,99% Cukup Berhasil 

4 30% – 74,99% Kurang Berhasil 

5 0% – 29,99% Tidak Berhasil 

 

Berikut pemaparan indikator kinerja Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, 

dan Pengelolaan Perpustakaan beserta analisis capaian yang telah direncanakan 

untuk tahun 2023 yaitu meliputi: 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

1. Sasaran Kegiatan Untuk Meningkatnya Kualitas Penanganan Perkara 

Konstitusi yaitu:  

 

1.1. Persentase Hasil Studi Perkara yang tepat waktu  

Studi Perkara sebagai tugas pokok Asisten Ahli Hakim Konstitusi yang 

berfungsi sebagai salah satu bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam 

melaksanakan tugas konstitusionalnya untuk memeriksa, mengadili, dan 

memutus perkara dan juga berfungsi untuk mempercepat proses penanganan 

perkara konstitusi yang cenderung bertambah setiap tahunnya. kajian perkara 

dilakukan untuk perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN) 

Kajian perkara pendahuluan berfungsi untuk memberikan pertimbangan 

dan masukan bagi Hakim Konstitusi dalam persidangan pendahuluan guna 

memberikan nasihat kepada para Pemohon untuk memperbaiki permohonannya 

sehingga permohonan yang diperiksa pada persidangan selanjutnya telah sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 

Kajian perkara pendalaman adalah kegiatan mengkaji atau menganalisis 

suatu perkara konstitusi melalui berbagai macam metode, pendekatan, dan 

sudut pandang, sehingga diperoleh suatu studi yang komprehensif sebagai 

bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam membuat pendapat hukum dan draft 

putusan Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah kajian perkara pengujian 

undang-undang (PUU) dan perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara 

(SKLN) dibagi dengan perkara pengujian undang-undang (PUU) dan perkara 

Sengketa Kewenangan Lembaga Negara (SKLN)  yang diregistrasi/diputus 

dikalikan 100%. 

 

 

 

 

 

 

𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊 𝑷𝒆𝒓𝒌𝒂𝒓𝒂 𝑻𝒆𝒑𝒂𝒕 𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑈𝑈 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝐾𝐿𝑁

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑈𝑈 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝐾𝐿𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖/𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠
 𝑥 100% 
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𝑺𝒕𝒖𝒅𝒊 𝑷𝒆𝒓𝒌𝒂𝒓𝒂 𝑻𝒆𝒑𝒂𝒕 𝑾𝒂𝒌𝒕𝒖 =
𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑆𝑡𝑢𝑑𝑖 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑈𝑈 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝐾𝐿𝑁

𝐽𝑢𝑚𝑙𝑎ℎ 𝑃𝑒𝑟𝑘𝑎𝑟𝑎 𝑃𝑈𝑈 𝑑𝑎𝑛 𝑆𝐾𝐿𝑁 𝑦𝑎𝑛𝑔 𝑑𝑖𝑟𝑒𝑔𝑖𝑠𝑡𝑟𝑎𝑠𝑖/𝐷𝑖𝑝𝑢𝑡𝑢𝑠
 𝑥 100% 
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PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

1.2. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion) 

Penyusunan konsep pendapat hukum (legal opinion) adalah kegiatan 

menyusun pandangan dan pendirian Hakim Konstitusi terhadap suatu perkara 

konstitusi yang dibuat pada saat sebelum diputus oleh Mahkamah. Konsep 

pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan 

Mahkamah. Indikator diukur dari jumlah Pendapat hukum (legal opinion) atas 

perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah dibacakan putusannya 

dibagi jumlah perkara yang selesai pemeriksaan persidangan dan telah 

dibacakan putusannya dikalikan 100%. 
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1.4. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan 

Perpustakaan  

Sasaran ini diukur dengan pelaksanaan survey pengukuran kinerja pada 

Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan penerima pada Pelayanan 

Penelitian Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Mahkamah 

Konstitusi berada pada kategori Baik. Indikator diukur dari indeks survei 

dibagi target integritas dikalikan 100%. 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

 

A. Capaian Kinerja Tahun 2023 

Akuntabilitas kinerja dilakukan untuk melihat seberapa jauh kinerja yang 

telah dihasilkan dalam suatu periode tertentu dibandingkan dengan yang telah 

direncanakan, sehingga dapat diketahui keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan 

program/kegiatan organisasi dalam rangka mencapai sasaran dan tujuan yang telah 

ditetapkan di dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Dalam rangka mengukur 

akuntabilitas kinerja, Puslitka membandingkan antara target dalam Perjanjian 

Kinerja dengan realisasi pada akhir tahun.  

Pada Tahun 2023 Puslitka memperoleh capaian kinerja sebesar 120.52% 

lebih dari 100% dari skala nilai ordinal, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa 

Puslitka dikategorikan “Berhasil” melaksanakan indikator kinerja dan sasaran 

strategis yang direncanakan. Tahun 2023 Puslitka mengukur 4 (empat) indikator 

kinerja dari sasaran strategis. Dengan 1 (satu) sasaran output yaitu: (1) Meningkatnya 

Kualitas Penanganan Perkara Konstitusi, dengan rincian sebanyak 1 (satu) indikator 

dinyatakan “Sangat Berhasil”, dan 3 (tiga) indikator dinyatakan “Berhasil”. 

Adapun kesimpulan Berhasil tersebut, diperoleh dari skala ordinal dengan 

kelompok/klasifikasi ukuran sebagai berikut:  

Tabel 1 

Skala Nilai Ordinal 

No Skala Nilai Ordinal Intepretasi Kesimpulan 

1 >125% Sangat Berhasil 

2 100%– 125% Berhasil 

3 75% – 99,99% Cukup Berhasil 

4 30% – 74,99% Kurang Berhasil 

5 0% – 29,99% Tidak Berhasil 
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Tabel 2 

Capaian Kinerja Puslitka Tahun 2023 

No 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

 

Status 

1 

Meningkatnya 

Kualitas 

Penanganan 

Perkara 

Konstitusi 

1 
Persentase Hasil Kajian 

Perkara yang tepat waktu 
90% 93.50% 103.89% 

 

Berhasil 

2 

Persentase tersusunnya 

Konsep Pendapat Hukum 

(Legal Opinion). 

80% 122% 153% 

 

Sangat 

Berhasil 

3 

Persentase ketersediaan 

Bahan Pustaka bidang 

Hukum dan Konstitusi 

80% 100% 125% 

 

Berhasil 

4 

Tingkat Layanan 

Penelitian, Pengkajian 

Perkara dan Pengelolaan 

Perpustakaan 

Skor 

81 

Skor 

81.16 
100.20% 

  

Berhasil 

 

Dengan demikian nilai capaian kinerja rata-rata puslitka pada tahun 

2023 adalah 120.52%. Penjelasan dari pencapaian kinerja Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan pada tahun 2023 adalah sebagai 

berikut: 

 

 

 

 

 

SASARAN STRATEGIS: 

MENINGKATNYA KUALITAS PENANGANAN PERKARA 

KONSTITUSI 
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Pada sasaran strategis terdapat 4 indikator, target, realisasi dan capaiannya 

antara lain: 

Tabel 3 

Capaian Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2023 

No. 
Sasaran 

Strategis 
Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

  

1 
Persentase Hasil Kajian Perkara 

yang tepat waktu 
90% 93.50% 103.89% 

2 

Persentase tersusunnya Konsep 

Pendapat Hukum (Legal 

Opinion). 

80% 122% 153% 

3 

Persentase ketersediaan Bahan 

Pustaka bidang Hukum dan 

Konstitusi 

80% 100% 125% 

4 

Tingkat Layanan Penelitian, 

Pengkajian Perkara dan 

Pengelolaan Perpustakaan 

Skor 81 Skor 81.16 100.20% 

Capaian 120.52% 

 

 

1.1. Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat Waktu  

Salah satu tugas pokok dari Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) 

adalah menyusun kajian perkara. Hasil kajian perkara menjadi salah satu bahan 

referensi bagi hakim konstitusi dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya 

untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara konstitusi. Sehingga, 

penyusunan kajian perkara yang tepat waktu merupakan salah satu indikator 

penting dalam upaya mempercepat proses penanganan perkara konstitusi yang 

fluktuatif setiap tahunnya. Selaras dengan hal tersebut, hakim konstitusi 

membutuhkan dukungan substantif yang cepat dan tepat dalam bentuk kajian 

perkara. Berdasarkan pola penempatan ASLI, kajian perkara pun terbagi 
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menjadi kajian pendahuluan (ASLI attach pada hakim konstitusi) dan kajian 

center (ASLI yang berada di Puslitka). 

Pengkajian perkara pendahuluan adalah kegiatan menelaah atau 

menganalisis berkas permohonan. Aspek terkait dari segi sistematika 

penyusunan permohonan dan subtansi permohonan, serta surat kuasa, daftar 

bukti, alat bukti dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. 

Kajian perkara pendahuluan berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan. Kajian ini 

bertujuan untuk memberikan nasihat kepada para Pemohon dalam 

memperbaiki permohonannya. Sehingga, permohonan yang berjalan pada 

tahap persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Berbeda dengan kajian pendahuluan, pengkajian perkara center adalah 

kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai 

macam metode, pendekatan dan sudut pandang. Sehingga, terdapat suatu 

kajian komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam 

membuat konsep pendapat hukum. Kajian center berfungsi sebagai bahan 

referensi ilmiah kepada majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara 

konstitusi. Kajian ini dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai 

pendekatan dan sudut pandang. Sehingga, terdapat suatu kajian yang 

komprehensif sebagai bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam membuat 

konsep pendapat hukum. 

Tabel 4 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 

Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu 

Tahun 2020 sd 2023 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase Hasil 

Kajian Perkara yang 

Tepat Waktu 

2020 75% 97.25% 129,6% 

2021 80% 100% 125% 

2022 85% 91,5% 107% 

2023 90% 93,5% 103,89% 
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menganalisis berkas permohonan. Aspek terkait dari segi sistematika 

penyusunan permohonan dan subtansi permohonan, serta surat kuasa, daftar 

bukti, alat bukti dan berbagai putusan Mahkamah Konstitusi terdahulu yang 

memiliki keterkaitan dengan permohonan yang diajukan oleh para Pemohon. 

Kajian perkara pendahuluan berfungsi sebagai bahan pertimbangan dan 

masukan bagi hakim konstitusi dalam persidangan pendahuluan. Kajian ini 

bertujuan untuk memberikan nasihat kepada para Pemohon dalam 

memperbaiki permohonannya. Sehingga, permohonan yang berjalan pada 

tahap persidangan selanjutnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku.  

Berbeda dengan kajian pendahuluan, pengkajian perkara center adalah 

kegiatan mengkaji atau menganalisis suatu perkara konstitusi melalui berbagai 

macam metode, pendekatan dan sudut pandang. Sehingga, terdapat suatu 

kajian komprehensif sebagai bahan referensi ilmiah bagi hakim dalam 

membuat konsep pendapat hukum. Kajian center berfungsi sebagai bahan 

referensi ilmiah kepada majelis hakim konstitusi dalam memutus perkara 

konstitusi. Kajian ini dilakukan dengan studi kepustakaan melalui berbagai 

pendekatan dan sudut pandang. Sehingga, terdapat suatu kajian yang 

komprehensif sebagai bahan referensi bagi hakim konstitusi dalam membuat 

konsep pendapat hukum. 

Tabel 4 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 

Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu 

Tahun 2020 sd 2023 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase Hasil 

Kajian Perkara yang 

Tepat Waktu 

2020 75% 97.25% 129,6% 

2021 80% 100% 125% 

2022 85% 91,5% 107% 

2023 90% 93,5% 103,89% 
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Perhitungan persentase realisasi hasil kajian perkara yang tepat waktu untuk 

kajian pendahuluan dan kajian pendalaman sebagai berikut: 

 

 

Studi Pendahuluan : 

Jumlah Studi Pendahuluan Perkara PUU dan SKLN        168 

     =                x 100%  =  100% 

Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diregistrasi           168 

 

Studi Center: 

Jumlah Studi Center Perkara PUU dan SKLN      146 

     =                   x 100% = 87% 

Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diputus              168 

 

Dengan demikian perhitungan persentase realisasi hasil studi perkara yang tepat 

waktu sebagai berikut: 

(Realisasi persentase studi pendahuluan yang tepat waktu + Realisasi persentase studi 

center yang tepat waktu) : 2 = (100% + 87%) : 2 = 93.50%  

 

 Realisasi di atas mempunyai catatan, jika dilihat dari data di e-

asli.mkri.id yang masih terdapat beberapa Studi Pendahuluan dan Studi Perkara yang 

Persentase Hasil Studi Perkara Tepat Waktu 

 

Jumlah Studi Perkara PUU dan SKLN 

=        x 100% 

Jumlah Perkara PUU dan SKLN yang Diregistrasi/Diputus 
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belum diunggah sehingga melewati batas waktu unggah, hal ini dikarenakan oleh 

Studi Pendahuluan dan Studi Perkara yang sudah jadi tidak segera langsung diunggah 

dalam laman, namun sudah tersedia dalam folder internal Puslitka dan/atau ASLI. 

Jadi sebenarnya target penyelesaian Studi Pendahuluan dan Studi Perkara tersebut 

tidak mengalami keterlambatan dari target yang ditetapkan. Hal ini hanya 

keterlambatan dalam mengunggah hasil studi ke dalam laman e-asli.mkri.id, dan 

bukan keterlambatan dalam penyelesaian hasil studinya.  Namun demikian ke depan, 

hal tersebut akan dijadikan bahan evaluasi Puslitka untuk menyempurnakan kinerja 

administratifnya. 

 

Perhitungan capaian indikator kinerja persentase realisasi hasil kajian perkara yang 

tepat waktu, sebagai berikut: 

 

Tabel 5 

Capaian Kinerja Indikator 1.1 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

1 
Persentase Hasil Kajian Perkara 

yang tepat waktu 

90% 93.50% 103.89% 

 

Pada tahun 2023, realisasi indikator Persentase Hasil Kajian Perkara yang 

tepat waktu yaitu 103.89% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan 

“Berhasil”. Jika dilihat dan dibandingkan dengan capaian sebelumnya sejak 

tahun 2020 sampai dengan tahun 2022 seperti dalam Tabel 4 di atas, walaupun 

capaian Indikator Kinerja “Persentase Hasil Kajian Perkara yang tepat waktu” di 

tahun 2023 menurun, namun tidak dapat dikatakan kinerjanya tidak berhasil, 

mengingat Puslitka menetapkan target yang berbeda (selalu meningkat setiap 

tahun), dan realisasinya selalu melebihi dari target yang telah ditetapkan. 
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1.2. Persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion). 

Penyusunan konsep pendapat hukum (legal opinion) adalah kegiatan 

menyusun pandangan dan pendirian hakim konstitusi terhadap suatu perkara 

konstitusi yang dibuat sebelum Mahkamah memutus perkara konstitusi. Konsep 

pendapat hukum disiapkan untuk semua perkara berdasarkan atas kewenangan 

Mahkamah. Berdasarkan laporan dokumen pada e-asli.mkri.id terdapat dokumen 

LO sejumlah 166 konsep LO dari 136 jumlah Putusan. 

Perhitungan persentase penyusunan konsep pendapat hukum (LO) 

sebagai berikut: 

Jumlah LO yang Dibuat pada Tahun 2023   166 

           =  x 100% =  122% 

Jumlah Perkara yang Diputus    136 

 

Tabel 6 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 

Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal 

Opinion)/Pertimbangan Hukum 

Tahun 2020 sd 2023 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase Tersusunnya 

Konsep Pendapat 

Hukum (Legal 

Opinion)/Pertimbangan 

Hukum 

2020 80% 100% 125% 

2021 80% 100% 125% 

2022 80% 109% 136,25% 

2023 80% 122% 153% 

 

Capaian kinerja indikator penyusunan konsep pendapat hukum (LO) tahun 2023 

sebagai berikut: 

 

Persentase Penyusunan Konsep Pendapat Hukum (LO) 

 

Jumlah LO yang Dibuat Pada Tahun 2023 

=       x 100% 

Jumlah Perkara yang Diputus 
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Tabel 6 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 

Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal 

Opinion)/Pertimbangan Hukum 

Tahun 2020 sd 2023 
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Tabel 7 

Capaian Kinerja Indikator 1.2 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

2 
Persentase Tersusunnya Konsep 

Pendapat Hukum (LO) 
80% 122% 153% 

 

Realisasi indikator persentase tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal 

Opinion) yaitu 122%. Sehingga, capaian yang diperoleh sebesar 153%, masuk dalam 

kategori “Sangat Berhasil”. 

Terhadap capaian ini dapat dijelaskan bahwa penghitungan capaian indikator 

konsep pendapat hukum (LO) masih mengabungkan antara konsep pendapat hukum 

(LO), konsep pendapat berbeda (DO), dan konsep alasan berbeda (CO). Agar 

penghitungan ini menjadi lebih optimal dan mendekati keadaan riil perlu dilakukan 

penghitungan secara terpisah ke depannya. 

Jika dilihat dan dibandingkan dengan capaian sebelumnya sejak tahun 2020 

sampai dengan tahun 2022 seperti dalam Tabel 6 di atas, capaian Indikator Kinerja 

“Persentase Tersusunnya Konsep Pendapat Hukum (Legal Opinion)/Pertimbangan 

Hukum” di tahun 2023 meningkat. Namun demikian, Puslitka mendasarkan evaluasi 

secara internal belum memungkinkan untuk menaikkan target kinerjanya secara 

bertahap mendasarkan realisasi setiap tahun. Hal ini dikarenakan ada transisi 

perubahan cara kerja yang sebelumnya Peneliti menjadi Asisten Ahli Hakim 

Konstitusi (ASLI) dan juga terdapat perubahan mekanisme kerja baru yang 

melibatkan langsung YM Hakim Konstitusi, di mana sebagian Tupoksi Puslitka 

harus disesuaikan dengan tupoksi Kepaniteraan sebagai akibat tindak lanjut dari 

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 121/PUU-XX/2022 yang berkaitan dengan 

penguatan mekanisme sistem kerja dan peralihan ASLI ke dalam Kepaniteraan.  

1.3. Persentase ketersediaan Bahan Pustaka bidang Hukum dan 

Konstitusi  

Salah satu bentuk dukungan substantif yang dilakukan kepada hakim 

konstitusi adalah dalam bentuk dukungan referensi dalam penanganan perkara 

konstitusi. Indikator ini diukur dengan membandingkan jumlah permintaan 
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referensi penanganan perkara dengan ketersediaan bahan pustaka di perpustakaan 

baik yang sudah menjadi koleksi perpustakaan atau melalui mekanisme 

pengadaan yang disesuaikan dengan permintaan sepanjang Tahun 2023.  

Dukungan referensi yang terpenuhi sesuai dengan ketersediaan koleksi di 

perpustakaan sejumlah 146 judul dibuktikan dengan data peminjaman bahan 

pustaka. Sedangkan pemenuhan dukungan referensi yang belum tersedia di 

perpustakaan, dipenuhi melalui mekanisme pengadaan dengan jumlah hasil 

pengadaan sebanyak 232 judul buku dan ebook. 

Perhitungan persentase ketersediaan bahan pustaka sebagai berikut: 

Jumlah keseluruhan permintaan referensi buku baik fisik maupun e-book yang 

terpenuhi adalah sebanyak 378 judul dan jumlah permintaan referensi sebanyak 

378 judul. 

Sehingga rumusnya adalah sebagai berikut: 

 

Jumlah permintaan referensi yang terpenuhi                 378 

                  =          x 100% = 100% 

Jumlah permintaan referensi                    378 

 

Jumlah permintaan referensi tersebut baik buku fisik maupun e-book, 

sehingga perhitungan capaian indikator kinerja persentase ketersediaan bahan 

pustaka, sebagai berikut: 

 

 

 

Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka 

Jumlah Permintaan Referensi yang Terpenuhi 

=        x 100% 

Jumlah Permintaan Referensi 
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Tabel 8 

Capaian Kinerja Indikator 1.3 

No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

3 
Persentase kesesuaian bahan pustaka 

bidang hukum dan konstitusi 
80% 100% 125% 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, pada tahun 2023, realisasi indikator 

Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi yaitu 100%, 

sehingga capaian sebesar 125% dan berdasarkan skala ordinal dikategorikan 

“Berhasil”.  

Diantara daftar buku referensi yg sering diminta oleh Hakim Konstitusi 

pada tahun 2023 adalah sebagai berikut: 

1. KUHP/KUH Perdata; 

KUHP dan KUH Perdata juga seperti produk undang undang lainnya 

perpustakaan akan menyediakan sesuai dengan ketersediaan di pasaran, 

namun apabila undang undang tersebut sudah didaftarkan dalam gugatan 

pengujian undang undang di MK tentu akan diupayakan untuk didapatkan 

oleh Perpustakaan MK agar tetap dapat mendukung kinerja Hakim Konstitusi 

2. KAMUS; 

Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya 

disusun secara alfabetis, disertai keterangan akan artinya ucapannya, 

ejaannya, dan sebagainya, sehingga untuk mendukung draft putusan yang 

menuangkan kata kata yang harus tepat sangat diperlukan kamus,  

Ketersediaan kamus sudah diantisipasi oleh Perpustakaan MK sejak MK 

berdiri, dalam perkembangan kinerja MK dalam melahirkan putusan putusan 

yang berkualitas dan akademis maka kamus disediakan dalam berbagai jenis 

dan Bahasa terutama kamus hukum , blacklaw juga kamus Bahasa Bahasa 

asing 

3. Buku Tema Konstitusi ; 

Selain menyediakan berbagai buku seperti diulas diatas Perpustakaan MK 

juga menyediakan berbagai buku ilmiah hukum, buku-buku yang bertemakan 
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No Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian 

3 
Persentase kesesuaian bahan pustaka 

bidang hukum dan konstitusi 
80% 100% 125% 

 

Berdasarkan Tabel 8 di atas, pada tahun 2023, realisasi indikator 

Persentase kesesuaian bahan pustaka bidang hukum dan konstitusi yaitu 100%, 
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“Berhasil”.  
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pengujian undang undang di MK tentu akan diupayakan untuk didapatkan 
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2. KAMUS; 

Kamus adalah sebuah buku berisi kata-kata dari sebuah bahasa, biasanya 
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asing 
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kritikan atau komentar atas peraturan perundangan atau isu kekinian yang 

berkaitan dengan hukum dan konstitusi, 

Hal ini penting disediakan atas saran dan perintah YM Hakim Konstitusi agar 

selain hakim Konstitusi para pembantunya yaitu Panitera Penggati dan ASLI 

mampu memperluas nalar dan cara pandang terhadap satu fenomena hukum  

4. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Perdata/ Pidana 

5. Teks Book yg terkait hukum dan Konstitusi misal praktek pemilu di negara 

lain, hukum internasional, HAM dan politik  

6. Buku yang sesuai dengan perkara yang sedang berlangsung baik dalam 

bentuk buku maupun ebook. 

 

Tabel 9 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 

Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang Hukum dan Konstitusi 

Tahun 2020 sd 2023 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Persentase 

Ketersediaan Bahan 

Pustaka Bidang 

Hukum dan 

Konstitusi 

 

2020 80% 100% 125% 

2021 80% 100% 125% 

2022 80% 100% 125% 

2023 80% 100% 125% 

 

Capaian Indikator Kinerja Persentase Ketersediaan Bahan Pustaka Bidang  

Hukum dan Konstitusi sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 stabil yaitu 

125%, dapat dilihat di Tabel 9. Target yang ditetapkan juga sama sesuai dengan 

IKU yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) 2020-2024. Hal ini 

mendasarkan pertimbangan evaluasi internal Puslitka yang mana jumlah dan 

ragam bahan pustaka yang dibutuhkan melebihi kemampuan anggaran yang 

tersedia. Apabila ketersediaan anggaran tidak mencukupi maka tidak dapat 

dilakukan pengadaan atas permintaan bahan pustaka dari Hakim Konstitusi yang 

sangat tergantung dari kompleksitas perkara yang ditangani, sehingga 

permintaan bahan pustaka oleh Hakim Konstitusi bisa saja tidak terpenuhi 

seluruhnya di tahun yang sama. Realisasi setiap tahun mampu melebihi target 
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yang ditetapkan dikarenakan adanya dukungan optimalisasi anggaran yang ada 

dari kegiatan berbasis anggaran yang lainnya. 

 

1.4. Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan 

Perpustakaan. 

 Hasil penyusunan Survei Pengukuran Kinerja Mahkamah Konstitusi 

pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa tingkat kepuasan Pelayanan Penelitian 

Pengkajian dan Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan berada pada kategori 

Baik, yaitu dengan range nilai rata-rata tertimbang nilai indeks 3,246 atau 

konversi IKM 81,16. 

Perhitungan persentase tingkat layanan puslitka sebagai berikut: 

 

Indeks survey           81.16 

=        =           x 100%= 100,20% 

          Target Indeks                 81 

 

Tabel 10 

Capaian Kinerja Indikator 1.4 

No Layanan Administrasi Umum Target Realisasi Capaian 

4 
Indeks Layanan Penelitian Pengkajian 

Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan 
Skor 81 81.16 100,20% 

 

Sehingga indeks layanan Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan 

Pengelolaan Perpustakaan dengan target skor 81, dan realisasi 81.16, maka 

capaian 100% dengan kategori “Baik”.  

Tingkat Layanan Puslitka 

 

Indeks Survey 

=     x 100% 

Target Indeks 
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Nilai Unsur Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan 

Perpustakaan yaitu U1. Persyaratan Pelayanan 3,231 (Baik), U2. Prosedur 

Pelayanan 3,249 (Baik), U3. Waktu penyelesaian 3,227 (Baik), U4. Produk 

layanan 3,218 (Baik), U5. Kompetensi pelaksana 3,275 (Baik), U6. Perilaku 

pelaksana 3,293 (Baik), U7. Penanganan pengaduan 3,223 (Baik), U8. Sarana 

dan prasarana 3,255 (Baik). 

Saran responden mengenai Survei Indeks Layanan Administrasi Umum 

pada Pusat Penelitian, Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan 

sebagai berikut: Dukungan Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi dengan 

menyediakan Kajian Informasi Teknologi terkini, meningkatkan agar performa 

perpustakaan semakin baik, memperbanyak koleksi buku non hukum, dan 

koleksi buku anak,  mengadakan acara di perpustakaan khusus untuk para 

pegawai untuk menarik minat membaca para pegawai, tertib administrasi dalam 

layanan pengelolaan perpustakaan, meningkatkan kompetensi pustakawan 

dalam memberikan dukungan referensi, perlunya fasilitas layanan untuk 

disabilitas, meningkatkan kualitas penambahan koleksi terkait perkara yang 

sedang ditangani, melaksanakan sosialisasi layanan dan koleksi perpustakaan, 

meningkatkan sarana fasilitas jaringan internet dan ruang diskusi, membuat 

kegiatan/event yang menarik untuk meningkatkan minat ke perpustakaan, dan 

mengembangkan koleksi digital dan kerjasama akses koleksi digital dengan 

perpustakaan  lain. 

Tabel 11 

Perbandingan Capaian Indikator Kinerja 

Tingkat Layanan Penelitian, Pengkajian Perkara da Pengelolaan 

Perpustakaan 

Tahun 2020 sd 2023 

Indikator Kinerja Tahun Target Realisasi Capaian 

Tingkat Layanan 

Penelitian, 

Pengkajian Perkara 

da Pengelolaan 

Perpustakaan 

2020 Skor 75 Skor 83,68 111,57% 

2021 Skor 75 Skor 84 109,09% 

2022 Skor 79 Skor 79,185 100% 

2023 Skor 81 Skor 81,16 100,2% 
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  Perbandingan capaian indikator kinerja Tingkat Layanan Penelitian, 

Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan (Tabel 11) menggambarkan 

bahwa setiap tahun target ditetapkan hampir selalu meningkat mendasarkan hasil 

evaluasi secara internal. Pertanyaan survei untuk mengukur kinerja layanan 

selalu diperbaiki agar lebih tepat menggambarkan atau memotret layanan yang 

diberikan oleh Puslitka. Sehingga semakin bermanfaat untuk memberikan 

masukan ataupun sebagai evaluasi dalam upaya meningkatkan kualitas layanan 

yang diberikan. 

 

B. PRESTASI DAN CAPAIAN LAINYA 

1. Focus Group Discussion “Konsep, Batasan, dan Kriteria Lembaga Negara 

yang Bersifat Constitutional Importance” internal MK 

Kegiatan FGD ini adalah Focus Group Discussion dengan tema 

pembahasan “Konsep, Batasan, dan Kriteria Lembaga Negara yang Bersifat 

Constitutional Importance” internal yang dilaksanakan untuk memberikan 

pertimbangan, gambaran komprehensif baik yang bersifat filosofis, teoritis, 

praktis, maupun komparatif mengenai konsep, batasan, dan kriteria lembaga 

negara yang bersifat constitutional importance terkait perkara yang ada di 

Mahkamah Konstitusi dan diselenggarakan dalam bentuk diskusi terbatas 

dengan mekanisme (1) pemaparan pakar/ahli; dan (2) diskusi dan tanya jawab. 

Penerima manfaat dan peserta dari kegiatan ini secara langsung adalah 

Asisten Ahli Hakim Konstitusi dan Pegawai Mahkamah Konstitusi yaitu terdiri: 

Panitera, Panitera Muda, Kapuslitka, Asisten Ahli Hakim Konstitusi; dan 

Panitera Pengganti Tingkat I dan II. 

Kegiatan ini diselenggarakan oleh Pusat Penelitian dan Pengkajian 

Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi yang diselenggarakan dalam bentuk diskusi terbatas yang 

telah diselenggarakan pada: 

Hari, tanggal : Selasa - Rabu, 31 Oktober - 1 November 2023  

Waktu  : 09.00 WIB-selesai  

Tempat  : Ruang Aula Lantai Dasar, Gedung 2 Mahkamah Konstitusi, 
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      Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta 10110. 

Dengan Narasumber yaitu: Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H., M.H., Prof. 

Dr. H. Bagir Manan, S.H., M.C.L. dan Dr. Zainal Arifin Mochtar, S.H., LL.M  
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2. Bedah Buku Mahkamah Konstitusi Bekerja sama dengan Perpustakaan 

Nasional. 

     Bedah buku merupakan cara untuk menyampaikan informasi secara 

detail mengenai buku tersebut, yaitu dengan cara mendiskusikan dan 

mengkritik buku tersebut, kegiatan tersebut diharapkan mampu menarik 

perhatian masyarakat luas atau khalayak, penggunaan gedung, dan sarana 

lainnya. Kegiatan Peluncuran Buku ini dilaksanakan pada hari ini, Kamis 

tanggal 22 Juni 2023 bekerjasama dengan Perpustakaan Nasional di gelar 

bedah buku 3 karya: 

1. Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S. H., M. H. berjudul Oligarki dan 

Totalitarianisme Baru  

2. Dr. I Dewa Gede Palguna, S. H., M. Hum, Prof. Dr. Saldi Isra, S. H., 

Pan Mohamad Faiz, S. H., M. C. L., Ph. D. berjudul The 

Constitutional Court and Human Rights Protection in Indonesia  

3. Prof. Dr. Enny Nurbaningsih, S. H., M. Hum. berjudul Dinamika 

Praktik Perencanaan Legislasi 
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Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah: Internal : Pustakawan dan 

seluruh yang terlibat dalam penyelenggaraan kegiatan, dan Eksternal : Para 

Peserta kegiatan bedah buku 
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3. Workshop Penulisan Buku Dan Karya Tulis Ilmiah Bereputasi Global 

Tahun 2023 

Kegiatan Workshop Penulisan Buku dan Karya Tulis Ilmiah Bereputasi 

Global diselenggarakan oleh Unit Kerja Pusat Penelitian dan Pengkajian 

Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia yang dilaksanakan pada Hari Kamis- 

Sabtu, Tanggal 7-9 Desember 2023 di Hotel Santika Harapan Indah Bekasi, Jawa 

Barat dengan Peserta Penulis Buku Tahun 2023 dan Pegawai Mahkamah 

Konstitusi, Panitia dan Pegawai yang sedang kuliah S2 dan S3 di Mahkamah 

Konstitusi baik secara luring dan Daring (Online). 
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Bentuk kegiatan ini adalah workshop dengan tema “Penulisan Buku dan 

Karya Tulis Ilmiah Bereputasi Global” yang dilaksanakan pada: 

Hari/Tanggal  : Kamis – Sabtu / 7 – 9 Desember 2023  

Tempat  : Hotel Santika Harapan Indah Bekasi 

Jl. Harapan Indah Boulevard No.10-12, Medan 

Satria, Kec.  Medan Satria, Kota Bks, Jawa Barat 

17131  

Materi yang akan dibahas serta narasumber terkait terdiri dari:    

1. Kiat Penulisan Buku (Perspektif Penerbit) oleh Yayat Sri Hayati (PT. 

Rajawali Press); 

2. Strategi Penulisan Buku (Perspektif Akademik dan Pasar) oleh Embun Tiur 

Tantra (PT. Rajawali Press); 

3. Pelatihan Penulisan Artikel Ilmiah Internasional oleh Dr. Qurrata Ayuni, 

S.H., MCDR (Akademisi); 
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Dengan Peserta Kegiatan ini akan diikuti oleh para penulis buku, 

pustakawan, pengelola Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review yang 

merupakan pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi. 
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4. Pelaksanaan Kegiatan Workshop Kepemanduan dan Public Speaking. 

Penyelenggaraan kegiatan Workshop Kepemanduan dan Public 

Speaking dengan bentuk kegiatan pelatihan yaitu: 

1) Menyediakan tempat kegiatan di Perpustakaan Mahkamah Konstitusi, 

Gedung 2 Mahkamah Konstitusi dan Gedung Puskon MK. 

2) Mengundang Narasumber dari Penyedia Jasa Pelatihan Kepemanduan 

dan Public Speaking  

3) Materi Workshop 

 Public Speaking goals    

 Audience Interactive Tools   

 Intonation Technique 

 Powerfull Posture 

 Handling Distraction 

 Showcase  

(4) Memfasilitasi Narasumber dan Peserta Kegiatan Workshop Kepemanduan 

dan Public Speaking. 

(5) Membuat Laporan Kegiatan. 

Kegiatan Workshop Kepemanduan dan Public Speaking diharapkan 

dapat mencapai beberapa maksud dan tujuan, antara lain adalah sebagai 

berikut: 

 Meningkatkan Wawasan dan Pengetahuan Pegawai Peserta workshop 

 Meningkatkan Kompetensi Petugas (Pustakawan, Pranata IT, Pranata 

Humas dan Protokol, Analis Ketatausahaan Puslitka, Tenaga Pengaman) 

 Meningkatkan Kualitas Layanan Kunjungan Mahkamah Konstitusi 

 Meningkatkan Koordinasi antar Unit Kerja yang terlibat dalam 

Pelayanan Kunjungan Mahkamah Konstitusi dan Kunjungan Pusat 

Sejarah Konstitusi. 
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Workshop Kepemanduan dan Public Speaking in dilaksanakan pada: 

Hari/tanggal  :  Rabu- Kamis, 15 – 16 Maret 2023 

Tempat.         : Perpustakaan Mahkamah Konstitusi Lantai 3 Gedung 2  

                       dan Pusat Sejarah Konstitusi Mahkamah Konstitusi Lantai   

                       5 dan 6 Gedung 1 Mahkamah Konstitusi 

Waktu      :  Pukul 08.00 WIB – selesai. 

Peserta kegiatan Workshop Pengelolaan dan Penulisan Jurnal Ilmiah 

Terakreditasi Nasional dan Terindeks Global Kerjasama Mahkamah Konstitusi 

dengan Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia (APJHI terdiri dari para 

pengelola Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah (Pustakawan, Pranata IT, 

Pranata Humas dan Protokol, Analis Ketatausahaan Puslitka, Tenaga Pengaman). 
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5. Peluncuran Buku Dan Talk Show Literasi Konstitusi Mahkamah 

Konstitusi RI Tahun 2023 

Kegiatan ini diharapkan dapat menumbuhkan adanya suasana akademisi 

dan keberanian dan kepercayaan diri Pegawai di Lingkungan Mahkamah 

Konstitusi dan masyarakat pada umumnya untuk menuangkan gagasan dan 

pemikiran mengenai berbagai macam isu kontekstual hukum dan konstitusi. 
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Memberikan dukungan substansi pada MK dalam bentuk 
menambah bahan 
pustaka dalam rangka pengayakan referensi dalam penyusunan 
konsep putusan. 

Mahkamah 
Konstitusi; 
Menambah wawasan dan informasi akademik dari buku-buku yang 
disusun serta 
mengetahui informasi si penulis 
buku 

akademi
k; 

Peserta yang menghadiri acara Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi 

Konstitusi ini adalah: 

1. Hakim Konstitusi 

2. Pakar/Ahli Hukum Tata Negara 

3. Akademisi 

4. Praktisi 

5. Pejabat Lembaga Negara 

6. Mahasiswa. 

Tujuan Kegiatan Peluncuran Buku dan Talkshow Literasi Konstitusi ini 

dilaksanakan adalah untuk: 

 Meningkatkan kultur dan tradisi akademik di lingkungan Mahkamah 

Konstitusi; 

 Memberikan dukungan substansi pada MK dalam bentuk menambah 

bahan pustaka dalam rangka pengayakan referensi dalam penyusunan 

konsep putusan. 

 Menambah publikasi ilmiah bagi Hakim Konstitusi dan pegawai di 

lingkungan Mahkamah Konstitusi; 

 Menambah wawasan dan informasi akademik dari buku-buku yang disusun 

serta mengetahui informasi si penulis buku 

 Mengkaji metode dalam menyampaikan pesan akademik melalui 

diskusi akademik; 

 Sebagai media publikasi bagi mahasiswa dan para akademisi. 

Tempat dan waktu pelaksanaan kegiatan ini dilaksanakan oleh 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi RI di Jakarta, pada: 

Hari/ Tanggal : Rabu, 22 November 2023  

Pukul : 13.00 WIB s.d. selesai 

Tempat : Auditorium Perpustakaan Nasional RI 

                                         Jl. Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat 
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Kegiatan ini diselenggarakan secara luring dan daring, yakni disiarkan 

melalui link zoom dan youtube streaming. 
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6. Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Terbitan Ilmilah Tahun 2023 

Karya Tulis Ilmiah merupakan hasil akhir (output) dalam proses 

menyusun suatu karya ilmiah. Publikasi karya tulis ilmiah ke dalam bentuk 

jurnal menjadi hal yang penting dalam upaya diseminasi hasil pemikiran yang 

telah dituangkan penulis dalam bentuk karya tulis ilmiah sehingga dapat 

diketahui dan bermanfaat bagi masyarakat luas. Oleh karena itu tata kelola 

jurnal yang baik dan benar menjadi faktor esensial dalam dunia akademis. 

Tujuan utama kegiatan ini untuk memberikan pengayaan ilmu dan 

pelatihan dalam pengelolaan terbitan ilmiah, seperti menggunakan Open 

Journal System (OJS), menggunakan Reference Manager Mendeley, dan 
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aktivitas pengelolaan terbitan ilmiah lainya bagi para pengelola Jurnal 

Konstitusi dan Constitutional Review serta calon pengelola yang merupakan 

pegawai di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi; menambah wawasan terkait bagaimana tata kelola jurnal ilmiah 

yang baik dan benar; serta adanya peningkatan akreditasi Jurnal Konstitusi dan 

Quartile Constitutional Review pada Scimago Journal Rank (SJC). Kegiatan 

ini diharapkan dapat memperbaiki dan meningkatkan tata kelola jurnal yang 

sudah berjalan, serta dapat memperbaiki kualitas dan mempercepat proses 

penerbitan Jurnal Konstitusi dan Constitutional Review. 

Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Tata Kelola Terbitan Ilmiah akan 

dilaksanakan pada :  

Hari/tanggal  : Kamis s.d Sabtu / 11-13 Mei 2023  

Tempat   : Hotel Episode - Gading Serpong, Tangerang  

Waktu   : 14.00 s.d selesai. 

Materi yang akan dibahas adalah Tata Kelola Jurnal dan Etika 

Pengelolaan Jurnal, Manajemen Jurnal dan Artikel (Workflow, Handling, dan 

Publishing), Penggunaan Open Jurnal System Versi 3, dan Manajemen Sitasi 

dan Referensi dengan Mendeley dengan narasumber terdiri dari:  

 Materi Tata Kelola Jurnal dan Etika Pengelolaan Jurnal oleh Dhiana 

Puspitawati, S.H., LL.M., Ph.D:  

- Ketua Asosiasi Pengelola Jurnal Hukum se-Indonesia  

- Editor in Chief Brawijaya Law Journal  

 Materi Manajemen Jurnal dan Artikel (Workflow, Handling, dan Publishing) 

oleh Ahsan Yunus, S.H., M.H.:  

- Managing Editor Hasanuddin Law Review 

 Materi Penggunaan Open Jurnal System Versi 3 oleh Mochammad Tanzil 

Multazam, M.Kn:  

- Koordinator Bidang Sertifikasi APJH. 

 Materi Manajemen Sitasi dan Referensi dengan Mendeley oleh Ridwan 

Arifin, S.H., LL.M.: 

- Ketua Satuan Gugus Tugas Pengelolaan Jurnal UNNES 
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- Managing Editor of JILS 

Kegiatan akan diikuti oleh para pengelola Jurnal Konstitusi dan 

Constitutional Review serta calon pengelola yang merupakan pegawai di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 
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7. Penyelanggaraan Kegiatan The 6th Indonesian Constitutional Court 

International Symposium (ICCIS)  

Kegiatan The 6th Indonesian Constitutional Court International 

Symposium (ICCIS) dilaksanakan secara serentak dalam International Chief 

Justice Forum (ICJF) yang menghadirkan para hakim Mahkamah 

Konstitusidan peradilan sejenis dari berbagai negara. Selain itu, kegiatan ini 

dilakukan melalui Konferensi Internasional yang dilakukan secara daring dan 

luring (hybrid).  

The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium 

(ICCIS) menghasilkan tulisan dan bahan untuk mengulas berbagai hukum 

konstitusi aktual yang saat ini sedang ditangani olehMahkamah Konstitusi dan 

dapat digunakan sebagai basis data dan referensi untuk penelitian-penelitian 

selanjutnya. Selain itu, berbagai tulisan yang terkumpul menjadi bahan naskah 

untuk jurnal Constitutional Review edisi berikutnya.  

The 6th Indonesian Constitutional Court International Symposium 

(ICCIS) memberikan pemahaman, hasil tertulis, serta kajian yang 

komprehensif dan integratif mengenai isu-isu kontekstualterkait "Mahkamah 

Konstitusi dan Independensi Peradilan: Sebuah Perspektif Perbandingan" yang 
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akan bermanfaat bagi para Hakim, Peneliti, Panitera Pengganti, dan pemangku 

kepentingan lainnya.  

Untuk meningkatkan kualitas dan reputasi Call for Papers, Panitia 

mengundang 5 (lima) pembicara dan yang memiliki rekam jejak publikasi 

internasional yang terkait dengan tema "Mahkamah Konstitusi dan 

Indpendensi Peradilan"  

Peserta kegiatan the 6th Indonesian Constitutional Court International 

Symposium (The 6th ICCIS), selain dari para narasumber yang sudah 

disebutkan di atas, terdapat juga para selected speakers, respondent dan 

observers, antara lain: Nama Speaker the 6th ICCIS yaitu:  

1. Senior Associate Justice Marvic Mario Victor Famorca Leonen 

2. Professor Tim Lindsey 

3. Professor Sang-Hyeon Jeon 

4. Professor Simon Butt  

5. Professor Mirza Satria Buana 

6. Professor Manuel Adrián Merino Menjíva 

7. Prof. Zoltán Szente 

8. Dr. Idul Rishan 

9. Dr. Mónica Castillejos-Aragón 

10. Fritz Edward Siregar, Ph.D. 

11. Cekli Setya Pratiwi 

12. Osayd Awawda, Ph.D. 

13. Justin B. Apperson  

Respondents : Para Asisten Ahli Hakim Konstitusi (ASLI) Mahkamah Konstitusi 

sebanyak 15 (lima belas) orang 

Observers (pengamat) : Peserta Umum mendaftar baik yang diundang yaitu dari 

Asisten  

Ahli Mahkamah Konstitusi, mahasiswa dan dosen dari berbagai Fakultas  

  Kata Sambutan: Prof. Saldi Isra, S.H., MPA. 

  Honorary Speech : Prof. Jimly Asshiddiqie, S.H. 

  Kata Penutup: Daniel Yusmic P. Foekh, S.H., M.H. 
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  Pembicara Undangan 5 (Lima) orang 

  Pembicara Terpilih 10 (Sepuluh) orang 

   Responden  : 23 (dua puluh tiga) orang 

Tema Utama: “Mahkamah Konstitusi dan Independensi Peradilan: Sebuah Perspektif      

                         Perbandingan”.  

Sub-tema:  

 Independensi Mahkamah Konstitusi di Era Demokrasi 

 Independensi Hakim Konstitusi dalam Proses Pengambilan Keputusan. 

 Ancaman terhadap Independensi Peradilan yang Ditimbulkan oleh Gerakan 

Populis. 

 Anggaran dan Kemandirian Keuangan Mahkamah KonstitusiKinerja Mahkamah 

Konstitusi dan Independensi Aparat Peradilan  

 

Di sisi lain, kegiatan ini juga mengundang MahkamahKonstitusi di Asia 

untuk turut serta dalam kegiatan ini. Hukum se-Indonesia, APHTN- HAN dan 

APHAMKA, dll. Selain itu kegiatan ini juga mengundang Sekretariat Jenderal 

Mahkamah Konstitusi di Asia untuk mengikuti kegiatan The 6th Indonesian 

Constitutional Court International Symposium (ICCIS) ini yang diselenggarakan 

pada: 

Hari, Tanggal : Rabu- Sabtu, 9-12 Agustus 2023 

 Tempat : Pullman Central Park Hotel 
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8. Kegiatan Konsinyering Penyusunan Dokumen Instansi Pembina Jabatan 

Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi. 

Penyusunan dokumen kebutuhan Instansi Pembina Jabatan Fungsional 

ASLI menjadi hal penting bagi kejelasan, keberlangsungan, dan kemanfaatan 
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jabatan tersebut di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi. Tindak lanjut penyusunan berbagai dokumen jabatan terkait serta 

pembentukan Instansi Pembina menjadikannya prioritas di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Hal ini mengingat 

tugas pokok dan fungsi jabatan fungsional ASLI akan memberikan dampak 

langsung bagi Hakim Konstitusi dan pelaksanaan kewenangan Mahkamah 

Konstitusi. 

Sehubungan dengan upaya percepatan reformasi birokrasi di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, maka Pusat 

Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan berencana 

akan melaksanakan Kegiatan “Konsinyering Penyusunan Dokumen Instansi 

Pembina Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi” sebagaimana 

dimaksud di atas. Kegiatan ini juga turut melibatkan pihak eksternal yang berasal 

dari Badan Kepegawaian Negara (BKN), Kementerian Pendayagunaan Aparatur 

Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenpanRB), dan Lembaga 

Administrasi Negara (LAN) agar Mahkamah Konstitusi mendapatkan 

pemahaman langsung terkait pembinaan Jabatan Fungsional ASLI di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi.  

Maksud dan Tujuan kegiatan Konsinyering “Penyusunan Dokumen 

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi” adalah: 

1) Menyusun dokumen kebutuhan Instansi Pembina yang sesuai dengan 

karakteristik Jabatan Fungsional ASLI; 

2) Merumuskan bentuk peningkatan dukungan substantif ASLI bagi Hakim 

Konstitusi; 

3) Meningkatkan kompetensi pegawai terkait tugas pokok dan fungsi 

jabatan fungsional ASLI  di lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat 

Jenderal Mahkamah Konstitusi; 

4) Memberikan gambaran bagi penyusunan jabatan fungsional lainnya di 

lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. 

Konsinyering “Penyusunan Dokumen Instansi Pembina Jabatan 

Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi” yang dilaksanakan Pada  
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Hari/ Tanggal  : Kamis- Sabtu, 19- 21 Oktober 2023  

Tempat  : Hotel Novotel Tangerang. 

Penerima manfaat dan peserta dari kegiatan ini secara langsung adalah 

Asisten Ahli Hakim Konstitusi, pegawai di Biro Sumber Daya Manusia dan 

Organisasi, dan perwakilan Analis Hukum Kepaniteraan dan Tim Kerja Pusat 

Penelitian dan Pengkajian Perkara dan Pengelolaan Perpustakaan di lingkungan 

Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Secara tidak 

langsung, kegiatan ini akan dapat memberikan pemahaman terkait regulasi dan 

kebutuhan dokumen kerja Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagai 

Instansi Pembina Jabatan Fungsional Asisten Ahli Hakim Konstitusi atau JF 

ASLI serta memberikan gambaran terkait pembinaan jabatan fungsional yang 

kelak akan dikelola oleh Mahkamah Konstitusi sebagai Pembina Jabatan 

Fungsional ini.  
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9. Kegiatan Pameran dan Pojok Konstitusi ini merupakan bagian dari 

serangkaian kegiatan pada Festival Wasur Kampung Konstitusi 

Pelaksanaan pameran dan pojok konstitusi ini merupakan bagian dari 

serangkaian kegiatan pada Festival Wasur Kampung Konstitusi yang 

diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dengan Universitas 

Musamus dan Kampung Wasur, Merauke - Papua. Alasan Kampung Wasur 

ditunjuk menjadi tempat kegiatan dimana pada Tahun 2013, Kampung Wasur 

dikukuhkan sebagai salah satu Kampung Pancasila dan Konstitusi oleh 

Mahkamah Konstitusi yang diusulkan oleh Universitas Musamus.  

Pengukuhan sebagai Kampung Pancasila dan Konstitusi ini bertujuan 

agar masyarakat Kampung Wasur lebih memahami dan menerapkan nilai-nilai 

Pancasila dan UUD 1945 dalam kehidupan bermasyarakat yang lebih baik. 

Pada Tahun 2023, Mahkamah Konstitusi hadir di Kampung Wasur dalam acara 

Festival Wasur Kampung Konstitusi untuk kembali mengajak warga 

masyarakat Kampung Wasur dan sekitarnya agar lebih meningkatkan 

kesadaran berkonstitusi, saling menghormati, saling menyayangi, saling 

berbagi, mencintai adat dan budaya, dan memiliki semangat cinta tanah air.  

Peserta pameran adalah Mahkamah Konstitusi, berbagai UMKM 

lokal yang mengisi 50 Stand terdiri dari para pengrajin peralatan tradisional , 

makanan tardisional dan souvenir khas Wasur dan sekitarnya.  

Pengunjung pada acara Fesival ini terdiri atas masyarakat yang 

berdomisili di Kampung Wasur, kampung yang berdekatan dengan Kampung 
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Wasur, mahasiswa, siswa SD, SMP dan SMA Wasur dan sekitarnya serta 

Komunitas Peduli Lingkungan dan lainnya.  

Jumlah pengunjung yang tercatat di stand Mahkamah Konstitusi 

selama 2 (dua) hari kegiatan berjumlah 875 orang. 

Pada rangkaian kegiatan ini, Mahkamah Konstitusi juga menyerahkan 

satu paket fasilitas layanan informasi dan literasi berupa Pojok Konstitusi yang 

terdiri dari 2 (dua) buah rak lemari buku dan buku- buku yang ditempatkan di 

balai kampung Wasur. 

Penyelenggaraan Festival Wasur Kampung Konstitusi yang 

diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada: 

Hari/ Tanggal  : Jumat dan Sabtu tanggal 7-8 Juli 2023,  

Waktu   :  pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIT  

Tempat   : Kampung Wasur, Merauke, Papua Selatan.  

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 53 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

Wasur, mahasiswa, siswa SD, SMP dan SMA Wasur dan sekitarnya serta 

Komunitas Peduli Lingkungan dan lainnya.  

Jumlah pengunjung yang tercatat di stand Mahkamah Konstitusi 

selama 2 (dua) hari kegiatan berjumlah 875 orang. 

Pada rangkaian kegiatan ini, Mahkamah Konstitusi juga menyerahkan 

satu paket fasilitas layanan informasi dan literasi berupa Pojok Konstitusi yang 

terdiri dari 2 (dua) buah rak lemari buku dan buku- buku yang ditempatkan di 

balai kampung Wasur. 

Penyelenggaraan Festival Wasur Kampung Konstitusi yang 

diselenggarakan atas kerja sama Mahkamah Konstitusi dilaksanakan pada: 

Hari/ Tanggal  : Jumat dan Sabtu tanggal 7-8 Juli 2023,  

Waktu   :  pukul 08.00 sampai pukul 16.00 WIT  

Tempat   : Kampung Wasur, Merauke, Papua Selatan.  

www.mkri.id


  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 54 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 54 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

www.mkri.id


  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 55 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 55 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

www.mkri.id


  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 56 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

10. Hasil Akreditasi Perpustakaan Mahkamah Konstitusi 

Berdasarkan penilaian Akreditasi Perpustakaan telah menetapkan 

bahwa Perpustakaan Mahkamah Konstitusi telah terakreditasi “A” dengan 

rekomendasi sebagai berikut:  

10.1 Perlu penanganan koleksi jurnal dan koleksi khusus dengan lebih 

baik. 

 Perlu peningkatan jumlah rata-rata pengunjung dan buku yang 

dipinjam. Perlu meningkatkan kemampuan layanan jurnal ilmiah 

non MK (selain terbitan MK). 

 Perlu peningkatan jumlah tenaga perpustakaan dengan status 

pustakawan (Fungsional/Profesional). 

 Perlu peningkatan persentase anggaran perpustakaan dari 

keseluruhan anggaran instansi induk, diluar belanja pegawai dan 

modal serta perlu peningkatan jumlah dana partisipasi 

masyarakat/sumbangan yang tidak mengikat. 

 Perlu peningkatan jumlah prestasi perpustakaan. 

 Perlu mempertahankan sarana prasarana yang sudah ada. 
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11. Pusat Sejarah Konstitusi (PUSKON) 

Sebagai bagian dari fasilitas informasi yang disediakan oleh 

Mahkamah Konstitusi, Pusat Sejarah Konstitusi (PUSKON), menjadi bagian 

yang memiliki kontribusi besar dalam memenuhi kebutuhan informasi 

tentang konstitusi kepada publik. Pada tahun 2023 PUSKON sudah 

beroperasi secara penuh melayani kunjungan dari berbagai lapisan 

masyarakat. 

Tahun 2022 pengunjung PUSKON tercatat sebanyak 1.228 orang, 

jumlah kunjungan masih dipengaruhi oleh kebijakan pembatasan kunjungan 

yang masih mempertimbangkan dampak Covid 19 sehingga dianggap 

sebagai uji coba operasional PUSKON secara penuh. Pada Tahun 2023 

mulai diberlakukan penerimaan kunjungan secara penuh tanpa batasan 

namun tetap memperhatikan pengaturan jumlah peserta kunjungan 

perkelompok. Sekalipun tetap diberlakukan pengaturan namun terbukti 

antusias masyarakat untuk memahami konstitusi melalui fasilitas informasi 

tentang sejarah konstitusi di PUSKON meningkat signifikan. Bukti ini 

ditunjukan dengan catatan jumlah kunjungan selama Tahun 2023 yaitu 

sebanyak 7.642 orang. 

Dilihat dari data kunjungan selama tahun 2023 ini, peserta kunjungan 

terdiri dari berbagai latar belakang dan lapisan masyarakat.  

Tabel 19 

Daftar Pengunjung Pusat Sejarah Konstitusi Tahun 2023 

NO NAMA 

UNIVERSITAS/SEKOLAH/ 

INSTANSI 

TANGGAL 

KUNJUNGAN 

WAKTU JUMLAH 

JANUARI 

1 F. Syariah dan Hukum Univ. 

Islam Negeri Sunan Kalijaga 

Yogyakarta 

10 Januari 2023 07.30 50 
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2 ACICIS Australia 5 Januari 2023 09.00 37 

3 FH. Univ. Muhammadiyah 

Yogyakarta  

16 Januari 2023 08.00 150 

4 FH. Univ. Muhammadiyah 

Magelang 

17 Januari 2023 09.00 134 

5 Institut Pendidikan Indonesia 

Garut 

24 Januari 2023 09.30 60 

6 Pusat Studi Konstitusi dan 

Anti-Korupsi Universitas 

Muhammadiyah Sumatera 

Utara  

30 Januari 2023 09.00 25 

7 SIS Kelapa Gading 30 Januari 2023 13.00 9 

  JUMLAH     465 

FEBRUARI 

1 Dinas Perpustakaan dan Arsip 

Daerah Provinsi Jawa Barat 

1 Februari 2023 10.00 10 

2 Mahasiswa Magang MK 1 Februari 2023 13.30 30 

3 PERADI 2 Februari 2023 14.30 50 

4 Universitas Esa Unggul 

Bekasi 

9 Februari 2023 08.00 65 

5 ANRI 9 Februari 2023 11.00 10 

6 UIN Sunan Kalijaga 13 Februari 

2023 

11.00 50 

7 SDN Krukut 3 Depok 14 Februari 

2023 

11.00 12 

8 Audiensi UGM 14 Februari 

2023 

11.00 10 
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9 MIS Ruhul 'Ulum Jagakarsa 14 Februari 

2023 

13.00 173 

10 STIH PERTIBA 

Pangkalpinang 

21 Februari 

2023 

10.00 58 

11 UIN Fatmawati Sukarno 

BENGKULU 

22 Februari 

2023 

14.00 40 

12 FH dan Ilmu Sosial Univ. 

Pendidikan Ganesha, Bali 

27 Februari 

2023 

14.00 124 

13 F. Syariah UIN Raden Intan 

Lampung  

28 Februari 

2023 

09.00 13 

  JUMLAH     645 

MARET 

1 Fakultas Hukum Universitas 

Pancasila dan Law Faculty of 

University of Malaya 

1 Maret 2023 11.00 

WIB 

35 

2 FH Univ.Islam As-Syafi'iyah 7 Maret 2023 10.00 

WIB 

30 

3 Sekolah Global Mandiri 13 Maret 2023 09.00 

WIB 

59 

4 Universitas Dirgantara 

Marsekal Suryadarma 

29 Maret 2023 10.00 

WIB 

10 

  JUMLAH     134 

APRIL 

  Puasa dan Lebaran ditutup       

MEI 

1 SMA Labschool Jakarta 

Sadhibrata Tadakara 

9 Mei 2023 10.00 

WIB 

162 
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2 FH. UKI 10 Mei 2023 08.00 

WIB 

65 

3 SMA Negeri 1 Padang 11 Mei 2023  09.00 

WIB 

10 

4 SMAN 5 Tangerang  11 Mei 2023  10.00 

WIB 

190 

5 F. Syariah IAIN PONOROGO 11 Mei 2023  13.00 

WIB 

52 

7 SMPN 176 Jakarta 17 Mei 2023  08.00 

WIB 

88 

8 FH Univ.Sebelas Maret Solo 17 Mei 2023  09.00 

WIB 

60 

9 SMAN 1 Ciomas Cibinong 23 Mei 2023  10.00 

WIB 

420 

  JUMLAH     1047 

JUNI 

1 FH. Univ.Mhasaraswati 

Denpasar 

6 Juni 2023  10.00 

WIB 

167 

2 UIN Salatiga Prodi Hukum 

Keluarga Islam 

7 Juni 2023 09.00 

WIB 

150 

3 STISIP Widyapuri Mandiri 8 Juni 2023  13.00 

WIB 

154 

4 IAIN Syekh Nurjati Cirebon 12 Juni 2023  13.00 

WIB 

100 

5 Univ. PGRI Wiranegara  

Fak. Pedagogi dan Psikologi 

13 Juni 2023  08.00 

WIB 

33 

6 UIN Salatiga Prodi Hukum 

Ekonomi Syariah 

13 Juni 2023  13.00 

WIB 

183 
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7 SMA Al Furqon Tangerang  15 Juni 2023  13.00 

WIB 

50 

8 UIN Salatiga Prodi Hukum 

Tata Negara 

19 Juni 2023  09.00 

WIB 

147 

9 Balitbang Mahkamah Agung 20 Juni 2023  11.00 

WIB 

10 

10 UIN Salatiga Prodi Hukum 

Keluarga Islam 

21 Juni 2023 09.00 

WIB 

150 

11 FH Univ. Sahid 21 Juni 2023  13.00 

WIB 

155 

12 Asosiasi Sekolah Hukum 

Korea 

27 Juni 2023  10.00 

WIB 

13 

  JUMLAH     1312 

JULI 

1 FH. Univ. Muhammadiyah 

Sukabumi 

4 Juli 2023 09.00  109 

2 Universitas IVET Semarang 4 Juli 2023 13.00 65 

3 Fakultas Syariah, Ekonomi, 

dan Bisnis Islam Universitas 

Ma'arif Lampung 

5 Juli 2023 08.00 47 

4 UIN Jakarta 12 Juli 2023 10.00 

WIB 

10 

5 Univ. Indonesia 20 Juli 2023 08.30 

WIB 

12 

6 World Student Christian 

Federation Asia Pasific 

Region 

20 Juli 2023 12.30 

WIB 

30 

7 ALSA UGM 25 Juli 2023 08.00 

WIB 

50 
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8 Hukum Online  

(Audiensi) 

27 Juli 2023 11.00 

WIB 

7 

9 FH. Univ. Muhammadiyah 

Palembang  

31 Juli 2023  09.00 

WIB 

100 

10 FH. Universitas Madura 31 Juli 2023  09.00 

WIB 

60 

11 PERMAHI Tangerang 31 Juli 2023  13.00 

WIB 

25 

  JUMLAH     515 

AGUSTUS 

1 FH. Univ.Muhammadiyah 

Bengkulu 

1 Agustus 2023 09.00 87 

2 FH. Univ. Bandar Lampung 1 Agustus 2023 13.00 100 

3 Forum Mahasiswa Hukum 

Administrasi Negara FH 

Universitas Hasanuddin 

10 Agustus 

2023 

14.00 25 

4 SMA Bunda Hati Kudus 

(Kelas XII)  

21 Agustus 

2023 

08.30 118 

5 Fakultas Syariah Universitas 

Islam Negeri (UIN) 

K.H. Abdurrahman Wahid 

Pekalongan 

22 Agustus 

2023 

08.00 145 

6 Fakultas Hukum Universitas 

Sam Ratulangi (Audiensi) 

31 Agustus 

2023 

10.00 3 

  JUMLAH     478 

SEPTEMBER 

1 Magister Ilmu Hukum 

Universitas Pancasakti Tegal  

4 September 

2023 

14.00 54 
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2 SMA Bunda Hati Kudus 

(Kelas X)  

5 September 

2023 

08.30 128 

3 KPK RI 5 September 

2023 

14.00 3 

4 IFES  11 September 

2023 

14.30 4 

5 SMA Bunda Hati Kudus 

(Kelas XI)  

14 September 

2023 

08.30 119 

6 Fomaksi Aliyah Sukabumi 14 September 

2023 

11.00 120 

7 Fakultas Hukum dan 

Komunikasi Universitas 

Katolik Soegijapranata 

14 September 

2023 

13.30 193 

8 IPI Garut 19 September 

2023 

09.30 20 

9 SD Al Bayan Islamic School 26 September 

2023 

09.00 110 

10 FH. Universitas Bengkulu  27 September 

2023 

13.00 139 

  JUMLAH     890 

OKTOBER 

1 SMA Annajah Bogor 4 Oktober 2023 10.00 50 

2 Kemenpora - Pendidikan 

Kader Pemimpin Muda 

Nasional (PKPMN)  

4 Oktober 2023 13.00 110 

3 Fakultas Hukum Universitas 

Indonesia 

5 Oktober 2023 09.00 90 

4 Komnas HAM 9 Oktober 2023 10.00 11 
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5 Majelis Permusyawaratan 

Rakyat 

10 Oktober 

2023 

10.00 10 

6 Fak. Syariah dan Hukum UIN 

Syarif Hidayatullah Jakarta 

10 Oktober 

2023 

13.00 45 

7 Fakultas Hukum Universitas 

Ahmad Dahlan  

12 Oktober 

2023 

10.00 8 

8 SMP Islam Athirah Sulawesi 

Selatan  

12 Oktober 

2023 

13.00 129 

9 FH. Undip 18 Oktober 

2023 

09.00 50 

10 FH Universitas Kristen Satya 

Wacana 

18 Oktober 

2023 

13.00 50 

11 FH Univ. Mahasaraswati 

Denpasar 

23 Oktober 

2023 

09.00 185 

12 SMAN 53 Jakarta 26 Oktober 

2023 

09.00 125 

13 BEM KM FH Universitas 

Sultan Ageng Tirtayasa 

30 Oktober 

2023 

13.00 200 

14 SMK 1, Jakarta Pusat 

Jl. Abdul Muis 

31 Oktober 

2023 

10.00 125 

  JUMLAH     1188 

NOVEMBER  

1 SMA Muhammadiyah 1 

Gresik Jawa Timur 

1 November 

2023 

09.00 192 

2 Program Studi PPKn Fakultas 

Ilmu Sosial dan Hukum 

(FISH) Universitas Negeri 

Surabaya 

7 November 

2023 

09.00 105 
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3 SMA Sekolah Anak Indonesia 14 November 

2023 

13.30 82 

4 Sekolah Tinggi Hukum 

Bandung 

14 November 

2023 

09.00 109 

5 UIN Jakarta 15 November 

2023 

13.00 40 

6 SMP NOAH Jakarta  16 November 

2023 

09.00 62 

7 FH. BEM UPN Veteran Jawa 

Timur 

21 November 

2023 

09.00 210 

8 FH Universitas Katolik 

Parahyangan  

23 November 

2023 

10.00 50 

9 MGMP PPKn Kota Batam 

Provinsi Kepulauan Riau 

27 November 

2023 

09.00 30 

  JUMLAH     880 

DESEMBER 

1 Pasca Sarjana Universitas 

Muhammadiyah Metro 

Lampung  

11 Desember 

2023 

09.00 38 

2 Fakultas Hukum Universitas 

Katolik Parahyangan  

14 Desember 

2023 

09.00 50 

  JUMLAH     88 

  JUMLAH PENGUNJUNG 

TAHUN 2023 

    7642 

Orang 
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12. Pengunjung Perpustakaan Mahkamah Konstitusi 

Perpustakaan Mahkamah Konstitusi adalah merupakan Perpustakaan khusus 

yang terbuka untuk umum dengan mengoleksi informasi tentang Hukum dan Tata 

Negara, serta informasi yang berkaitan dengannya seperti Politik, Administrasi 

Negara serta Sejarah dan Biografi dalam bentuk koleksi cetak maupun digital. 

Perpustakaan merupakan unit pendukung referensi dalam penanganan perkara 

konstitusi bagi Hakim Konstitusi, Panitera Pengganti, ASLI dan pegawai di 

Mahkamah Konstitusi, dengan peran seperti itu Perpustakaan Mahkamah Konstitusi 

secara organisasi berada dibawah Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara dan 

Pengelolaan Perpustakaan Sekretariat Jenderal MKRI. 

Rincian Kunjungan Perpustakaan kita mulai dari Tahun 2022- 2023 yaitu 

sebagai berikut: 

Tabel 20 

Laporan Statistik Pengunjung Perpustakaan MKRI Tahun 2022 

     

No Bulan Pengunjung Peminjam 
Jumlah Pengunjung & 

Peminjam 

1 Januari 3 6 9 

2 Februari 2 24 26 

3 Maret 15 69 84 

4 April 4 7 11 

5 Mei 4 14 18 

6 Juni 94 94 188 

7 Juli 52 95 147 

8 Agustus 48 82 130 
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9 September 83 36 119 

10 Oktober 135 62 197 

11 Nopember 107 39 146 

12 Desember 53 11 64 

JUMLAH 1139 

 

Tabel 21 

Laporan Statistik Pengunjung Perpustakaan MKRI Tahun 2023 

     

No Bulan Pengunjung Peminjam 
Jumlah Pengunjung & 

Peminjam 

1 Januari 114 5 114 

2 Februari 226 13 226 

3 Maret 104 25 104 

4 April 80 6 80 

5 Mei 147 11 147 

6 Juni 134 6 134 

7 Juli 136 11 137 

8 Agustus 159 5 160 

9 September 104 10 114 

10 Oktober 141 19 160 

11 Nopember 114 18 132 
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12 Desember 79 17 96 

JUMLAH 1604 

 

13. Pencapaian Zona Integritas 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 

sebagai perwakilan dari Mahkamah Konstitusi yang memperolah penghargaan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Penghargaan 

tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Pan Mohamad Faiz 

Kusuma Wijaya, pada Rabu 6 Desember 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, 

Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. 

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) 

K.H. Ma’ruf Amin, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam 

Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua 

KPK Nawawi Pomolongo. 

  Terdapat beberapa kategori penghargaan yang diserahkan, antara lain: 

 Pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada 

semua tema Tahun 2023 

 Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP menjadi A 

pada Tahun 2023 

 Predikat SAKIP AA 

 Apresiasi K/L pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 

 Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak peraih Zona 

Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 71 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

12 Desember 79 17 96 

JUMLAH 1604 

 

13. Pencapaian Zona Integritas 

Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 

sebagai perwakilan dari Mahkamah Konstitusi yang memperolah penghargaan Zona 

Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Penghargaan 

tersebut diserahkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi (PANRB) Abdullah Azwar Anas kepada Kepala Pusat Penelitian dan 

Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Pan Mohamad Faiz 

Kusuma Wijaya, pada Rabu 6 Desember 2023 di Bali Nusa Dua Convention Center, 

Kawasan Pariwisata Nusa Dua, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali. 

Kegiatan tersebut dihadiri juga oleh Wakil Presiden Republik Indonesia (Wapres) 

K.H. Ma’ruf Amin, serta Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Dalam 

Negeri M. Tito Karnavian, Pj. Gubernur Bali Sang Made Mahendra Jaya, dan Ketua 

KPK Nawawi Pomolongo. 

  Terdapat beberapa kategori penghargaan yang diserahkan, antara lain: 

 Pemerintah Daerah dengan Implementasi RB Tematik Terbaik pada 

semua tema Tahun 2023 

 Pemerintah Daerah yang berhasil mendapatkan nilai SAKIP menjadi A 

pada Tahun 2023 

 Predikat SAKIP AA 

 Apresiasi K/L pendukung dalam Pelaksanaan RB Tematik Tahun 2023 

 Instansi Pemerintah dengan Unit Kerja Terbanyak peraih Zona 

Integritas Menuju WBK dan WBBM Tahun 2023 

 

 

www.mkri.id


  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 72 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 72 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

www.mkri.id


  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 73 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 73 

 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.mkri.id


  
 
 
 
 
 

  74 
 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 
PENUTUP 

  
 
 
 
 
 

  74 
 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV 
PENUTUP 

www.mkri.id


  
 
 
 
 
 

  71 
 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LAKIP) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan 

Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban 

dan pencapaian kinerja Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan 

dan sasaran Puslitka.  

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Puslitka Tahun 2023, 

sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan 

indikator kinerja. Beberapa kinerja tercapai melebihi target yang telah ditetapkan 

akan kami reviu untuk tahun yang akan datang dalam membuat target yang akan 

dicapai. Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target setelah kami 

identifikasi penyebabnya akan kami lakukan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan 

yang akan datang. 

Demikian LAKIP untuk tahun anggaran 2023 ini disusun, harapannya ini 

menjadi acuan bagi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Hal ini 

merupakan sebuah amanat perundang-undangan guna memberikan gambaran dan 

referensi bagi penyusunan rencana kinerja pada tahun berikutnya. 

Selain itu, Lakip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Penelitian 

dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang 

modern dan terpercaya. 

Jakarta, 5 Februari 2024 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian 

Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 

 

Pan Mohamad Faiz Kusuma W. 
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BAB IV 

PENUTUP 

 

Laporan Kinerja (LAKIP) Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan 

Pengelolaan Perpustakaan (Puslitka) Tahun 2023 menyajikan pertanggungjawaban 

dan pencapaian kinerja Tahun 2023 dalam mendukung pencapaian visi, misi, tujuan 

dan sasaran Puslitka.  

Berdasarkan hasil pengukuran capaian kinerja kegiatan Puslitka Tahun 2023, 

sebagian besar kinerja kegiatan telah terlaksana sesuai perjanjian kinerja dan 

indikator kinerja. Beberapa kinerja tercapai melebihi target yang telah ditetapkan 

akan kami reviu untuk tahun yang akan datang dalam membuat target yang akan 

dicapai. Untuk indikator kinerja yang belum mencapai target setelah kami 

identifikasi penyebabnya akan kami lakukan perbaikan untuk pelaksanaan kegiatan 

yang akan datang. 

Demikian LAKIP untuk tahun anggaran 2023 ini disusun, harapannya ini 

menjadi acuan bagi Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan 

Perpustakaan untuk mewujudkan akuntabilitas kinerja yang lebih baik. Hal ini 

merupakan sebuah amanat perundang-undangan guna memberikan gambaran dan 

referensi bagi penyusunan rencana kinerja pada tahun berikutnya. 

Selain itu, Lakip ini merupakan bentuk pertanggungjawaban Pusat Penelitian 

dan Pengkajian Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan dalam melaksanakan tugas 

dan fungsinya dalam mendukung Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah 

Konstitusi mewujudkan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga peradilan yang 

modern dan terpercaya. 

Jakarta, 5 Februari 2024 

Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian 

Perkara, dan Pengelolaan Perpustakaan 

 

Pan Mohamad Faiz Kusuma W. 

  

www.mkri.id


  
 
 
 
 
 

  72 
 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

  
 
 
 
 
 

  72 
 

PUSAT PENELITIAN DAN PENGKAJIAN PERKARA, DAN 

PENGELOLAAN PERPUSTAKAAN 

 

http://www.tcpdf.org
www.mkri.id

		2024-07-16T16:40:34+0700
	Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia
	Dokumen ditandatangani secara elektronik MKRI




